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( Ditjen Perhubungan Darat

1. Layanan Angkutan Jalan Perintis (309 Trayek)
Layanan Angkutan Barang Perintis (9 Trayek)
Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis
(269 Lintas perintis dan 1 LDF)
Layanan Angkutan Perkotaan (10 Layanan)
Layanan Angkutan Antarmoda (33 Trayek)
Layanan Angkutan Lebaran
Penyelesaian Pembangunan dan Rehabilitasi
Pelabuhan SDP (8 Lokasi)
8. Penyelesaian Pembangunan dan Rehabilitasi
Terminal Tipe A dan TBI (8 Lokasi)
9. Program Keselamatan dan Keamanan
Transportasi Darat (33 Provinsi)
10. Pembayaran Availability Payment KPBU
K Proving Ground Bekasi j

(9 Ditjen Perhubungan Udara

1. Layanan Perintis Penumpang (266 rute)

2. Angkutan Perintis Kargo/Jembatan Udara
(47 rute)

3. Pengembangan Bandara Prioritas KSPN (1

Lokasi)

Pengembangan Bandara Perbatasan (2

Lokasi)

Pemenuhan Keamanan dan Keselamatan

Penerbangan (20 Lokasi)

Program Keselamatan dan Keamanan

Penerbangan (5 Direktorat dan 10 Kantor

Otoritas Bandar Udara)
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Ditjen Perkeretaapian

1. Penyelenggaraan Layanan Kereta Api
Perintis (5 Layanan)

2. Pengoperasian dan Perawatan Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara (IMO)

3. Layanan Angkutan Lebaran dan Nataru
(2 Layanan)

4. Perawatan dan Pengoperasian Kereta
Sulawesi Selatan

5. Peningkatan Fasilitas Prasarana
Perkeretaapian (Peningkatan Stasiun,
Elektrifikasi Sistem Persinyalan, dan
Pembangunan Jalur Ganda)

6. Pembayaran Availability Payment KPBU
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1. Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di
Wilayah Jabodetabek (2 Kota)

2. Operasional Terminal Tipe A di
Jabodetabek (4 Terminal)

\_ Perkeretaapian Makassar Pare-pare Y,

@ Ditjen Perhubungan Laut

1. Penyelenggaraan Angkutan Perintis (107
trayek)

2. Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut (39
trayek)

3. Penyelenggaraan Angkutan Ternak (6
trayek)

4. Penyelenggaraan Angkutan Rede (18
trayek)

5. Layanan Angkutan Lebaran dan Nataru

6. Pengembangan/Replacement/Rehabilitas

Fasilitas Pelabuhan (19 Lokasi)

Pengembangan Fasilitas Keselamatan

dan Keamanan Pelayaran (9 Lokasi)
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1. Penyelenggaraan Diklat Pembentukan (22
Lokasi)

2. Penyelenggaraan Diklat Teknis (26 Lokasi)

3. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (13
Lokasi)

4. Pemenuhan sarana dan prasarana bidang

pendidikan (3 Lokasi)
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Badan Kebijakan Transportasi

1. Survei Potensi dan Survey Kepuasan
Masyarakat (Angleb dan Nataru) serta
Kegiatan Mobile Positioning Data

2. Penyusunan Regulasi National Transport
Policy dan National Urban Transport
Policy

3. Kajian Pemberlakuan Flexible Working
Arrangement (FWA) di Jabodetabek

4. Kajian Efisiesi dan Efektifitas Uji

Kendaraan

Penyusunan Regulasi Pesawat Udara
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Tanpa Awak (Drone) )
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